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BAB PERTEMUAN

PERTAMA
PEMERINTAHAN

A. Pengertian Pemerintahan
Pemerintahan berasal dari kata “perintah” yang setelah
ditambah awalan “pe” menjadi pemerintah, dan ketika
ditambah akhiran “an” menjadi pemerintahan, dalam hal ini
beda antara “pemerintah” dengan “pemerintahan” adalah
karena pemerintah merupakan badan atau organisasi yang
bersangkutan, sedangkan pemerintahan berarti perihal ataupun
hal ikhwal pemerintahan itu sendiri.
Kata perintah itu sendiri paling sedikit ada 4 (empat)
unsur yang terkandung di dalamnya, yaitu sebagai berikut:
1. Ada dua pihak yang terlibat,
2. Yang pertama pihak yang memerintah disebut penguasa atau
pemerintah,
3. Yang kedua adalah pihak yang diperintah yaitu rakyat,
4. Antara kedua pihak tersebut terdapat hubungan (Syafiie,
2011: 61).

Secara umum, pemerintahan dapat didefinisikan sebagai
organisasi yang memiliki kekuasaan untuk membuat dan
menerapkan hukum serta undang-undang di suatu wilayah
tertentu. Pemerintah merupakan sebuah organisasi yang
memiliki:

1. Otoritas memerintah dari sebuah unit politik;
2. Kekuasaan yang memerintah suatu masyarakat politik
(political);



BAB

PERTEMUAN KEDUA
PEMBAGIAN KEKUASAAN
DALAM PENYELENGGARAAN
PEMERINTAHAN DI INDONESIA

A. Pembagian Kekuasaan

Pembagian kekuasaan dalam penyelenggaraan
pemerintahan di Indonesia penuh dengan dinamika. Secara
teoritis pada dasarnya masing-masing pembagian tugas
lembaga negara dapat dirasakan seimbang sesuai dengan
teori Trias Politika atau dalam kamus politik disebut Check
and Balance of Power. Namun dalam prakteknya bentuk
keseimbangan sering pula terjadi pergeseran, artinya suatu
ketika akan terjadi “legislatif lebih kuat (legislative heavy) atau
terkadang eksekutif lebih kuat (executive heavy), tergantung
rezim yang memegang kekuasaan memiliki kemampuan
memainkan peranannya, apakah di posisi eksekutif atau
legislatif yang lebih kuat.

Jika melihat sejarah ketatanegaraan di Indonesia,
dalam penyelenggaraan pemerintahan pada masa
kemerdekaan Republik Indonesia tahun 1945 sampai tahun
1965 atau disebut era Orde Lama, sistem pemerintahan
parlementer (tahun 1945 s/d 1959) maka “legislatif posisinya
lebih kuat, karena kepala pemerintahan (Perdana Menteri)
diangkat oleh Parlemen, sehingga masa itu “politik” menjadi
“panglima”. Pada masa itu penyelenggaraan pemerintahan
tidak stabil dan dengan sistem parlementer kabinet
pemerintahan sering jatuh bangun, bahkan kabinet yang
berumur paling pendek yaitu 3 bulan dan yang paling lama
hanya satu tahun lebih.
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BAB PERTEMUAN KETIGA
PENGERTIAN DAN
PEMBAGIAN SISTEM
PEMERINTAHAN NEGARA

A. Pengertian Sistem Pemerintahan

Sistem Pemerintahan!, Secara umum, sering terjadi
pencampuran  dalam  menggunakan istilah = “bentuk
pemerintahan” dan “sistem pemerintahan”. Padahal dalam ilmu
negara, kedua istilah tersebut mempunyai perbedaan mendasar.
Menurut Hans Kelsen, dalam teori politik klasik, bentuk
pemerintahan diklasifikasikan menjadi monarki dan republik
(Kelsen,1971: 256). Ditambahkan Moh. Kusnardi dan Harmaily
Ibrahim, paham L. Duguit dalam buku “Traite” de Droit
Constitutionel” (1923) lebih lazim dipakai untuk membedakan
kedua bentuk tersebut (Ibrahim, 1988: 166). Jika kepala negara
diangkat berdasarkan hak waris atau keturunan maka disebut
dengan monarki. Sedangkan jika kepala negara dipilih melalui
pemilihan umum untuk masa jabatan yang tertentu maka
bentuk negaranya disebut republik (ibid).

Sementara itu, dalam ilmu negara umum (algemeine
staatslehre) yang dimaksud dengan sistem pemerintahan ialah
sistem hukum ketatanegaraan, baik yang berbentuk monarki
maupun republik, yaitu mengenai hubungan antar pemerintah
dan badan yang mewakili rakyat. Ditambahkan Mahfud, sistem

1 Prof. Dr. M. Guntur Hamzah, SH., M.H,, Sistem Pemerintah Negara,
Pendidikan dan Pelatihan Peningkatan Pemahaman Hak Konstitusi Warga Negara,
Pusat Pendidikan Pancasila dan Konstitusi Mahkamah Konstitusi Republik
Indonesia 2016, h.8-14.
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BAB PERTEMUAN KE EMPAT
SISTEM PEMERINTAHAN
DALAM KONSTITUSI
INDONESIA

A. Sistem Pemerintahan Dalam UUD 1945 Sebelum Perubahan

Selama penyusunan UUD 1945?, para pendiri negara
menggagas Indonesia dengan model pemerintahan sendiri.
Gagasan model “sistem pemerintahan sendiri” sebagaimana
yang diinginkan perumus UUD 1945 menimbulkan perdebatan
di antara para pemikir dan peneliti ketatanegaraan Indonesia.
Dari perdebatan yang ada, “sistem pemerintahan sendiri” yang
diinginkan oleh perumus UUD 1945 memunculkan berbagai
variasi di sekitar sistem presidensial. Meskipun secara terbatas
terdapat anasir sistem parlementer, tidak ada pendapat yang
mengatakan bahwa rancangan undang-undang dasar yang
dihasilkan BPUPK dapat dimasukkan dalam variasi sistem
pemerintahan parlementer.

Bagir Manan (1995: 78) dalam “Pertumbuhan dan
Perkembangan Konstitusi Suatu Negara” mengatakan, terdapat
dua pendapat yang lazim tentang sistem pemerintahan
Indonesia di bawah UUD 1945, yaitu kelompok yang
berpendapat bahwa Indonesia menganut sistem presidensial
dan kelompok yang berpendapat bahwa Indonesia menganut
sistem campuran. Ditambahkan Manan, mereka yang

2 Prof. Dr. M. Guntur Hamzah, SH., M.H,, Sistem Pemerintah Negara,
Pendidikan dan Pelatihan Peningkatan Pemahaman Hak Konstitusi Warga Negara,
Pusat Pendidikan Pancasila dan Konstitusi Mahkamah Konstitusi Republik
Indonesia 2016, h.16-26.
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BAB
PERTEMUAN KE LIMA

DASAR-DASAR SISTEM
PEMERINTAHAN

A. Pendahuluan

Materi pokok yang disajikan dalam modul ini adalah
konsep dasar dan teori sistem pemerintahan® dengan tujuan
membekali mahasiswa untuk memperoleh pemahaman tentang
konsep dasar dan teori sistem pemerintahan. Manfaat
memahami materi yang disajikan dalam modul ini, mahasiswa
diharapkan memiliki konsep dasar dan teori sebagai bekal
dalam menganalisis atau sebagai alat analisis (tools of analysis)
dalam mempelajari berbagai hal penting yang relevan dengan
mata kuliah sistem pemerintahan Indonesia. Oleh karena itu,
mahasiswa harus terlebih dahulu memahami dan mengerti
tentang konsep dan teori sistem pemerintahan. Materi yang
dipaparkan merupakan perpaduan antara teori dan praktik
sehingga setiap fenomena yang berkaitan dengan praktik
penyelenggaraan pemerintahan di Indonesia akan selalu
dianalisis berdasarkan bingkai teoritik tertentu sehingga
pemahaman dan wawasan akan lebih komprehensif. Modul ini
dibagi dalam dua kegiatan belajar. Secara lengkap materi yang
disajikan dalam modul ini adalah sebagai berikut:

Kegiatan Belajar 1. Konsep dan Teori Sistem
Pemerintahan:

3 Dr. Edi Santosa, S.U., Dr. Siti Aisyah, M.Si.,, Modul 1, Sistem Pemerintah
Indonesia, IPEM4320/MODUL 1, h.1.1-1.18.
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BAB
PERTEMUAN KE ENAM

KONSEP SISTEM DAN
PEMERINTAHAN

A. Pendahuluan

Berikut akan dibahas mengenai konsep sistem dan
pemerintahan*. Paradigma ilmu pengetahuan modern yang
berakar pada tradisi positivisme selalu memahami realitas
sebagai sesuatu yang tidak tunggal dan berdiri sendiri. Sesuatu
objek dipandang terdiri dari beberapa bagian-bagian yang
kemudian membentuk suatu sistem yang kompleks.
Kompleksitas sistem yang terbangun terdiri dari kumpulan
beberapa sub-sub sistem.

Pemerintahan secara konseptual dapat dijumpai dalam
beragam pengertian bahasa asing. Pengertian-pengertian yang
dikemukakan memberikan indikasi yang luas, tentang apa yang
mereka sebut sebagai pemerintah dan pemerintahan.
Pemerintah secara umum adalah seluruh penyelenggara negara
baik pegawai negeri, pejabat yang karena jabatannya, maupun
kelembagaan, seperti jawatan, dinas, badan-badan usaha milik
negara dan daerah, di mana seluruhnya memiliki kewenangan
melaksanakan pemerintahan dalam suatu sistem tertentu.
Mereka yang berfungsi menjalankan pemerintahan adalah
mereka yang tidak saja berada di pemerintahan negara, tetapi
juga yang tersebar di seluruh institusi pemerintahan daerah.

4 Dr. Edi Santosa, S.U., Dr. Siti Aisyah, M.Si.,, Modul 1, Sistem Pemerintah
Indonesia, IPEM4320/MODUL 1, h.1.14-1.30.
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BAB PERTEMUAN KE TUJUH

A.

112

KONSEP DASAR
PEMERINTAH DAN
PEMERINTAHAN

Definisi Pemerintahan

Dewasa ini kita seringkali melihat, membaca dan
mendengar kata pemerintahan, tetapi tahukah kita arti dari
makna pemerintahan sebenarnya. Pemerintahan menurut
etimologi (kebahasaan) berasal dari kata “perintah”, yang kita
ketahui berarti suatu individu yang memiliki tugas sebagai
pemberi perintah. Definisi dari pemerintahan adalah suatu
lembaga yang terdiri dari sekumpulan orang-orang yang
mengatur suatu negara yang memiliki cara dan sistem yang
berbeda-beda dengan tujuan agar negara tersebut dapat tertata
dengan baik. Pemerintah adalah organisasi yang memiliki
kekuasaan untuk membuat dan menerapkan hukum serta
undang-undang di wilayah tertentu. Ada beberapa definisi
mengenai sistem pemerintahan. Sama halnya, terdapat
bermacam-macam jenis pemerintahan di dunia. Sebagai contoh:
republik, monarki/kerajaan, persemakmuran (commonwealth).
Dari bentuk-bentuk utama tersebut terdapat beragam cabang,
seperti: monarki konstitusional, demokrasi, dan monarki
absolut/mutlak.

Pengertian pemerintah dan pemerintahan secara umum
dan menurut para ahli sebagai berikut. Pemerintahan menurut
etimologi (kebahasaan) berasal dari kata “perintah”, yang kita
ketahui berarti suatu individu yang memiliki tugas sebagai
pemberi perintah. Definisi dari pemerintahan adalah suatu
lembaga yang terdiri dari sekumpulan orang-orang yang



BAB PERTEMUAN KE

A.

DELAPAN
PEMERINTAHAN
SEBAGAI SISTEM

Pendahuluan

Konsep sistem merupakan idiom yang pertama kali
diperkenalkan oleh ilmu-ilmu lingkungan (ekologi). Sistem
digambarkan sebagai suatu tatanan yang terbentuk dari hasil
interaksi antara komponen lingkungan, biotik dan abiotik,
dengan komponen organis, dari makhluk monosel hingga
multisel seperti manusia.

Dalam Ilmu Pemerintahan, konsep sistem3 berguna untuk
membahas pola-pola interaksi di antara seluruh komponen yang
terbentuk dari hubungan-hubungan pemerintahan.
Pembahasan sistem pemerintahan menggambarkan interaksi
fungsional antarkomponen berdasarkan kondisi dan nilai-nilai
yang dianut dalam lingkungan pemerintahan tersebut.

Pembukaan UUD 1945 Alinea IV menyatakan bahwa
kemerdekaan kebangsaan Indonesia itu disusun dalam suatu
Undang-Undang Dasar Negara Indonesia yang terbentuk dalam
suatu susunan negara Republik Indonesia yang berkedaulatan
rakyat. Berdasarkan Pasal 1 Ayat 1 UUD 1945, negara Indonesia
adalah negara kesatuan yang berbentuk republik.

5 Dr. Edi Santosa, S.U., Dr. Siti Aisyah, M.Si.,, Modul 1, Sistem Pemerintah

Indonesia, IPEM4320/MODUL 1, h.1.36-1.49.
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BAB PERTEMUAN KE SEMBILAN
ILMU PEMERINTAHAN
SEBAGAI SUMBER DAN
SUBSTANSI HUKUM TATA
NEGARA

A. Pendahuluan
IImu pemerintahan dan hukum tata negara merupakan
dua ilmu yang mempunyai ontology, epistimology dan axiology
masing-masing. Namun keduanya tidak dapat berdiri sendiri-
sendiri pada tataran pelaksanaannya. Jadi pada tataran
pragmatis, ilmu pemerintahan tidak bisa dilepaskan dari hukum
tata negara dan hukum tata negara pun tidak dapat berjalan
sendiri tanpa ilmu pemerintahan. Hanya pada sisi ontology,
epistimology maupun axiology-nya kedua ilmu itu dapat
dibedakan secara konkret tapi pada tataran implementasi,
keduanya bersatu padu®.

1. Kekuasaan Presiden dalam Pemerintahan
Presiden Republik Indonesia memegang kekuasaan
pemerintahan menurut Undang Undang Dasar. Itulah
ketentuan yang digariskan dalam Pasal 4 ayat (1) Undang
Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 (UUD
Negara RI Tahun 1945). Secara klasik, kekuasaan
pemerintahan  dimaknai sebagai kekuasaan untuk
melaksanakan keputusan atau kebijakan (rule application
function) yang telah diputuskan oleh rakyat secara langsung

¢ Andi Sandi Antonius Tabusassa Tonralipu, Imu Pemerintahan Sebagai
Sumber dan Substansi Hukum Tata Negara, Jurnal Jurnal Ilmu Pemerintahan
Semesta, Governabilitas: Volume 1 Nomor 1 Juni 2020, ISSN: 2722-1792 E-ISSN: 2723-
4169, h. 25-38
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BAB PERTEMUAN KESEPULUH SISTEM
PEMERINTAHAN INDONESIA

PENDEKATAN TEORI DAN
PRAKTEK KONSTITUSI UNDANG-
UNDANG DASAR 1945

A. Pendahuluan

Indonesia saat ini menganut sistem pemerintahan
Presidensil, dimana adanya pemisahan kekuasaan yaitu
Eksekutif, Legislatif dan Yudikatif yang berdasarkan prinsip
“checks and balances”, ketentuan ini tertuang dalam konstitusi,
namun tetap diperlukan langkah penyempurnaan, terutama
pengaturan atas pembatasan kekuasaan dan wewenang yang
jelas antara ketiga lembaga Negara tersebut. Penelitian ini
merupakan penelitian hukum normatif, yang menggunakan
pendekatan yuridis normatif. Dalam penelitian ini, teori dan
praktek berdasarkan UUD 1945 atas pelaksanaan sistem
pemerintahan Indonesia. Hasil penelitian menunjukkan bahwa
secara teoritis kewenangan lembaga-lembaga negara di
Indonesia mengarah pada sistem pemerintahan presidensil,
namun kemudian secara praktek dalam menjalankan fungsi dan
kewenangan, lembaga negara tidak mencerminkan bahwa
sistem  pemerintahan Indonesia menganut pemisahan
kekuasaan yang ada dalam sistem pemerintahan presidensil
akan tetapi lebih dekat pada sistem pembagian kekuasaan.
Dengan demikian, ketentuan yang diterapkan berdasarkan UUD
1945 diperlukan kembali upaya penyempurnaan, agar secara
konsepsional dan prakteknya dapat berjalan secara ideal’.

7 Ahmad Yani (SAY n’ Partners Lawfirm), Sistem Pemerintahan Indonesia:
Pendekatan Teori Dan Praktek Konstitusi Undang-Undang Dasar 1945, Jurnal JIKH
Vol.12 No. 2 Juli 2018, h. 119
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BAB PERTEMUAN KESEBELAS
ILMU PEMERINTAH

DAN KEWENANGAN
PEMERINTAHAN

A. Ilmu Pemerintah

Berdasarkan UUD 1945, negara Indonesia adalah Negara
Kesatuan yang berbentuk Republik. Sesuai ketentuan pasal 4
ayat (1) UUD 1945, dalam penyelenggaraan pemerintahan
dinyatakan bahwa Presiden Republik Indonesia memegang
kekuasaan pemerintahan?!.

IImu pemerintahan adalah sebuah cabang ilmu dari kajian
ilmu politik. Sampai saat ini masih terdapat beberapa
perdebatan mengenai ilmu pemerintahan dan ilmu politik.
Kajian utama kepemimpinan pemerintahan adalah kebijakan
pemerintahan (publik policy). Pada intinya membuat suatu
kebijakan pemerintahan merupakan suatu studi tentang proses
kebijakan itu sendiri karena kebijakan publik merupakan
decision making (memilih dan menilai informasi yang ada untuk
memecahkan masalah). Pemerintahan merupakan suatu ilmu
dan seni, dikatakan sebagai suatu disiplin ilmu pengetahuan
karena pemerintahan sudah memenuhi syarat-syarat ilmu
pengetahuan seperti dapat dipelajari dan diajarkan, memiliki

4 Prof. Dr. Muchlis Hamdi, MPA, Supriyatno, S.H.,, MH dan team BPHN,
Naskah Akademik Rancangan Undang-Undang (RUU) Tentang Hubungan
Kewenangan Pemerintah Pusat dan Daerah menggunakan metode penelitian
hukum 2011, h.1-3
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BAB PERTEMUAN KE DUABELAS

KOMPARASI PENERAPAN

MODEL SISTEM
PEMERINTAHAN

A. Sistem Pemerintahan Indonesia

200

1. Sistem Pemerintahan Negara Indonesia Berdasarkan UUD

1945 Sebelum Diamandemen.

Pokok-pokok sistem pemerintahan negara Indonesia
berdasarkan UUD 1945 sebelum diamandemen tertuang
dalam Penjelasan UUD 1945 tentang tujuh kunci pokok
sistem pemerintahan negara tersebut sebagai berikut.

a. Indonesia adalah negara yang berdasarkan atas hukum
(rechtsstaat).

b. Sistem Konstitusional.

c. Kekuasaan negara yang tertinggi di tangan Majelis
Permusyawaratan Rakyat.

d. Presiden adalah penyelenggara pemerintah negara yang
tertinggi dibawah Majelis Permusyawaratan Rakyat.

e. Presiden tidak bertanggung jawab kepada Dewan
Perwakilan Rakyat.

f. Menteri negara ialah pembantu presiden, menteri negara
tidak bertanggungjawab kepada Dewan Perwakilan
Rakyat.

g. Kekuasaan kepala negara tidak tak terbatas.

Berdasarkan tujuh kunci pokok sistem pemerintahan,
sistem pemerintahan Indonesia menurut UUD 1945
menganut sistem pemerintahan presidensial. Sistem
pemerintahan ini dijalankan semasa pemerintahan Orde Baru
di bawah kepemimpinan Presiden Suharto. Ciri dari sistem
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